SALINAN

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA KOTA BATAM
NOMOR 59 TAHUN 2021
TENTANG

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA BATAM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah menyatakan Pembentukan
UPTD Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan
Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada
Gubernur ;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 huruf c
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak menyebutkan dalam membentuk
UPTD PPA dilakukan dengan menyiapkan Peraturan
Walikota;

bahwa berdasarkan surat rekomendasi dari
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 120.3/665.1/
B.ORG.KORPRI.SET/2021 perihal Pembentukan UPTD
Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Batam;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kota Batam;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan
Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi
dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang
Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan
Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomeor 237, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor



187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 451);

9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomer 4 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan
Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 532),

10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor & Tahun 2014
Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran
Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Batam (Lembaran Dacrah Kota Batam Tahun 2016
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam
Nomor 108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang
perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota
Batam Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
KOTA BATAM.



BAB |
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1.
&L

10.

11,

Daerah adalah Kota Batam.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota
Batam.

Walikota adalah Walikota Batam.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota
Batam.

Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan
Keluarga Berencana Kota Batam.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Batam.

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan
dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana  Kota Batam ditetapkan
berdasarkan  ketentuan  yang berlaku  dalam
memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang
mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus, dan masalah lainnya.

Klasifikasi UPTD adalah tipe atau kelas yang terdiri dari
UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar
dan UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang
kecil.

Kepala Unit Pelaksana  Teknis Daerah  yang
selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota
Batam.

Perlindungan hukum adalah segala upaya yang
ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban
yvang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga
sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak
lain, baik sementara maupun berdasarkan penetapan
pengadilan.,

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam
kandungan.



12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan
organisasi.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan
yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan
pelayanan fungsional yang berdasarkan pada
keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB I
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk dan ditetapkan
UPTD PPA pada Dinas.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
adalah UPTD Kelas A.

Pasal 4

(1) UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) UPTD PPA merupakan bagian dari Perangkat Daerah
Kota Batam.

BAB IlI
TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

UPTD PPA bertugas melaksanakan kegiatan teknis
operasional di Wilayah Kerja Pemerintah Kota Batam dalam
memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang
mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan
khusus dan masalah lainnya.

Pasal 6

UPTD PPA dalam melaksanakan tugas menyeclenggarakan
fungsi layanan:

. pengaduan masyarakat;

o B

. penjangkauan korban;

pengelolaan kasus;

2 0

. penampungan sementara;

e. mediasi; dan

Lgr)

pendampingan korban.



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 7
Susunan organisasi UPTD PPA Batam terdiri atas:
a. Kepala UPTD PPA;
b. Kepala Subbagian tata usaha;
c. Pelaksana; dan
d. Kelompok jabatan fungsional.

Susunan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran
Peraturan Walikota ini.

UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala yang
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
mempunyai tugas untuk memimpin, mengoordinasikan
dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan
layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang
mengalami masalah kekerasan, diskriminasi,
perlindungan khusus, dan masalah lainnya.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Kepala UPTD PPA menyelenggarakan
fungsi:

a. mengoordinasikan dan mengendalikan semua
kegiatan penyelenggaraan layanan di UPTD PPA;

b. menyusun program kerja UPTD PPA;
menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;

d. mengevaluasi hasil kerja UPTD PPA;

e. membina dan meningkatkan kemampuan para

pegawai dalam lingkungan UPTD PPA; dan
f. melaksanakan administrasi UPTD PPA.

Kepala Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

a. penyiapan penyusunan rencana program dan
anggaran;

b, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan keuangan;

c. penyiapan bahan administrasi sumber daya
manusia;

d. pelaksanaan ketatausahaan dan pencatatan data
korban: dan

e. pelaksanaan kerumahtanggaan.



(7) Pelaksana  Pengadmistrasi umum  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas
melakukan kegiatan yang meliputi penerimaan,
pencatatan dan pendokumentasian dokumen
Administrasi.

(8) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf d, terbagi atas 2 Jabatan yaitu :

a. Psikolog; dan
b. Pekerja Sosial.

(9) Psikolog sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a
mempunyail ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan
wewenang untuk memberikan pelayanan psikologi
klinik vang meliputi assesmen, interpretasi hasil
assesmen, intervensi, pembuatan laporan pemeriksaan
psikologi, pelaksanaan tugas di tempat risiko tinggi,
dan pengabdian masyarakat yang meliputi pelaksanaan
penanggulangan problem psikologi klinik pada
masyarakat rumah sakit, pelaksanaan tugas khusus
lapangan di bidang psikologi klinik pada komunitas,
dan menjadi saksi ahli.

(10) Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
huruf b memiliki tugas menyiapkan, melakukan dan
menyelesaikan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial
dan pengembangan kualitas pelayanan kesejahteraan
sosial.

BAB YV
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Pasal 8

(1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai
UPTD PPA dilaksanakan sesuai peraturan perundang-
undangan.

(2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar
kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan
yvang ditangani.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan Unit Pelaksana
Teknis Daerah dibebankan pada APBD Kota Batam dan
sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan
perundang-undangan.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan
Walikota Kota Batam Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A) Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun
2016 Nomor 465) dan ketentuan pelaksananya, dinyatakan
dicabut dan tidak berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku efektif pada tanggal 1
Januari 2022,

Agar  setiap orang mengetahuinva, memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 7 Oktober 2021

WALIKOTA BATAM,
dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 7 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,
dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2021 NOMOR 846

Salinan ini sesuai dengan aslinya
an. Sekretaris Daerah Kota Batam
ub
Plt. Kepala Bagian Hukum

DEMI HASFINUL NST, S.H., MSI
Pembina Utama Muda
NIP. 19671224 199403 1 009
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